
                   
 
 
 

BUPATI DEMAK 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
      PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR   26    TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7  

TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur 

Sipil Negara serta guna kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 
 

 

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyederhanaan 

reformasi birokrasi, terdapat perubahan/penyetaraan 

jabatan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam jabatan 

fungsional ahli madya yang diberikan tugas sebagai 

koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 
 

 

c. bahwa pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

mendapatkan penugasan khusus, mengajukan cuti 

maupun sakit dan karena perangkapan jabatan sebagai 

pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), 

perlu memperhatikan dinamika perkembangan peraturan 

perundang-undangan; 

 

 

 

 
 

 

SALINAN 



d. bahwa dengan adanya penambahan nomenklatur tugas 

koordinator dan evaluasi pengaturan pemberian TPP bagi 

ASN, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 

2020 perlu diubah untuk keempat kalinya; 
 

 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2           

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

 
 

 
 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 6573); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976            

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72            

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 
 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);  
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahuan 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak          

Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021           

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 7); 
 

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 9); 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

DEMAK. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Demak: 

a. Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021 Nomor 14); 

b. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2022 Nomor 2); dan 

c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2022 Nomor 9); 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Demak. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak. 

 

 

 

 



7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yg selanjutnya 

disingkat TPP ASN adalah belanja kompensasi di luar 

gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dapat diberikan kepada ASN 

berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat 

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/ atau 

pertimbangan obyektif lainnya. 

8. Kepala Perangkat Daerah selanjtnya disingkat Kepala 

PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi. 

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

12. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki 

Jabatan Admnistrasi adalah PNS yang menduduki 

Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 

13. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk 

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pada unit kerja sesuai lingkup 

tugas dan fungsinya yang ditugaskan oleh Bupati. 

14. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas 

untuk membantu Pejabat Administrator dalam 

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup 

tugas dan fungsinya yang ditunjuk oleh Bupati. 

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan.  

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu.  

17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt 

adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 

pejabat definitif yang berhalangan tetap. 

18. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh 

adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 

pejabat definitif yang berhalangan sementara. 

 

 



19. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pejabat 

yang melakukan tugas jabatan Sekretaris Daerah yang 

berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris 

Daerah definitif tidak bisa melaksanakan tugas 

dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah. 

20. Fungsional lingkup Pendidikan terdiri dari Guru PNS 

yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.  

21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang ASN.  

22. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 

suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan 

terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan 

nilai jabatan dan kelas jabatan. 

23. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan 

dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.  

24. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan 

berdasarkan informasi jabatan. 

25. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan 

tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 

26. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang di 

dasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks 

Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan 

Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

27. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari 

penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing 

dikali basic TPP. 

28. Besaran TPP adalah besaran uang yang diterima setiap 

yang diberikan berdasarkan pagu TPP disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

29. Faktor pengurangan TPP adalah komponen yang 

apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar 

untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap 

bulan.  

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak. 

31. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh 

Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna 

Anggaran yang memuat nama ASN, besaran TPP per 

bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak 

serta jumlah bersih yang diterimakan ASN. 

 



32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah 

surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang 

memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk 

pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan 

disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada 

kas umum daerah apabila terdapat kelebihan 

pembayaran. 

33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang 

selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada 

Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan 

kepada pejabat penerbit surat perintah membayar. 

34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah. 

35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang 

bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya 

disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan SPM. 

37. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membayar 

TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah termasuk potongan-potongan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembayaran TPP ke 13 dibayarkan pada bulan Juli 

atau ditentukan lain dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan besaran TPP sama 

dengan besaran TPP bulan Juni. 

 

 



(3) Pembayaran TPP ke 14 dibayarkan paling cepat 10 

(sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 

ditentukan lain dengan peraturan perundang-

undangan dengan besaran TPP sama dengan besaran 

TPP bulan Hari Raya Idul Fitri. 

(4) ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau 

kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan 

setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil 

penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas 

jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator dan Sub 

Koordinator yang merupakan peralihan jabatan 

administrasi ke jabatan fungsional diberikan TPP yang 

besarannya sama dengan TPP jabatan administrasi 

sebelumnya. 

(2) Bagi pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai 

Koordinator diberikan TPP yang besarannya sama 

dengan TPP jabatan administrasi Koordinator 

sebelumnya, dengan ketentuan: 

a. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan >11 yang 

ditunjuk sebagai Koordinator menerima TPP 

tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) 

dari TPP pada Koordinator yang diampu; dan 

b. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan ≤11 yang 

ditunjuk sebagai Koordinator menerima TPP yang 

tertinggi. 

(3) Bagi pejabat fungsional/ pelaksana yang ditunjuk 

sebagai Sub Koordinator diberikan TPP yang 

besarannya sama dengan TPP jabatan administrasi 

sebelumnya, dengan ketentuan: 

a. Pejabat fungsional dengan kelas jabatan >9 yang 

ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima TPP 

tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) 

dari TPP pada Sub Koordinator yang diampu; dan 

b. Pejabat fungsional/ pelaksana dengan kelas 

jabatan ≤9 yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator 

menerima TPP yang tertinggi. 

(4) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator pada unit 

kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator pada 

unit kerja lain, diberikan TPP tambahan sebesar 20% 

(dua puluh perseratus) dari TPP pada Koordinator unit 

kerja lainnya. 



(5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator pada 

unit kerjanya sekaligus ditunjuk sebagai Sub 

Koordinator pada unit kerja lain, diberikan TPP 

tambahan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan 

TPP pada Sub Koordinator unit kerja lainnya. 

(6) Bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai 

koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan 

diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus 

perhitungan basic TPP. 

(7) Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit 

Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional yang sudah menerapkan BLUD penuh 

maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang 

besarannya disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan 

basic TPP. 

(8) Bagi ASN yang bekerja sebagai sebagai guru/pelaksana 

guru/CPNS/PPPK formasi guru yang belum menerima 

tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat 

tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan, 

diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus 

perhitungan basic TPP. 

(9) Perhitungan TPP pada kriteria Pertimbangan Obyektif 

Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

kepada ASN atas ketercapaian target pajak bagi ASN 

yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang 

mengelola pendapatan bidang pajak dan dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) Pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) selain bersumber dari Pertimbangan Obyektif 

Lainnya juga diberikan TPP dari kriteria beban kerja 

yang persentasenya diberikan sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 

(11) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dibidang perpajakan. 

(12) Besaran TPP sebagai dasar pembayaran TPP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan 

ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 

 

 

 

 

 



4. Ketentuan Pasal 17A diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 17A  

TPP tidak diberikan kepada: 

a. ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru yang 

sudah menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi), 

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; 

b. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di 

luar jajaran Pemerintah Daerah; 

c. ASN yang mengambil: 

1) Cuti Besar;  

2) Cuti melaksanakan Ibadah Haji;  

3) Cuti Melahirkan;  

4) Cuti Sakit dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) 

bulan kalender; dan  

5) Cuti di Luar Tanggungan Negara. 

d. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya; 

e. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP); 

f. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan 

tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah 

Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan 

langsungnya;  

g. ASN yang diberhentikan sementara;  

h. ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Desa atau 

sebutan lainnya; dan 

i. ASN yang mendapatkan penugasan khusus sebagai 

Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan/atau Tim 

Kesehatan Haji Daerah (TKHD). 

 

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), 

Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat mendapatkan 

TPP dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak 

langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. 

menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh 

perseratus) dari TPP pada Jabatan yang 

dirangkapnya; 

b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau 

Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua 

puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan yang 

dirangkapnya; dan 

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 

merangkap sebagai Plt., Plh. atau Penjabat hanya 

menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang 

tertinggi. 



(2) PNS yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat 

berdasarkan surat perintah/keputusan penunjukan 

yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka 

TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya. 

(3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada besaran TPP berdasarkan 

Produktivitas kerja dan Disiplin kerja. 

(4) Plt., Plh. atau Penjabat diberikan TPP tambahan, yang 

menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) 

bulan kalender. 

(5) Pemberian TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh 

perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dan huruf b tidak diberikan untuk pembayaran TPP 

ke 13 dan TPP ke 14. 

(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c digunakan sebagai dasar Pembayaran TPP ke 

13 dan TPP ke 14.  

 

 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

         Ditetapkan di Demak 

         pada tanggal    5 Juli 2022 

 

          BUPATI DEMAK, 

               TTD 

               EISTI’ANAH 

 

 

Diundangkan di demak 

pada tanggal    5 Juli 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

TTD 

EKO PRINGGOLAKSITO 
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NO JABATAN PARAF 

1. Pj. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. KABAG HUKUM  

4. KABAG ORGANISASI  


